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KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan
rahmat, ndho, dan karunia-Nya laporan pelayan informasi publik KPU Sumatera
Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan
kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya.

Laporan PPID inl merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas
lerlaksananya kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan
amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
KPLU Provinsi Sumatera Barat sebagal satuan kerja komisi pemilihan umum di
daerah juga lelah berupaya menerapkan kelerbukaan informasi sejak tahun 2015
dengan membeniuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPID). Langkah-
langkah penerapan keterbukaan dilakukan dalam beberapa benluk antara lain
publikasi data hasil pemilu dan pemilihan pada websita, pelayanan informasi secara
online, desk pelayanan PPID dengan ruangan khusus dan keglatan lain yang
dirangkum dalam laparan ini.

Sebagai sebuah pertanggungjawaban kegiatan rutin, laporan yang kami sajikan
ini mungkin masih jauh dar kesempurnaan yang diinginkan. Terhadap kekurangan
dan kesalahan yvang terdapat dalam penulisan laporan ini, diharapkan kritik dan
saran untuk bahan perbaikan dalam penulisan laporan berikutnya, Semoga laporan
ini bisa memberikan manfaat berupa informasi bagi pembaca tentang proses dan
mekanisme pelayanan informasi di saluan kerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi \Wabarakatuh.

Padang, Desember 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
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BAB |
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugerah yang diharapkan
banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandal dengan adanya
kebebasan berkehendak, barserikal, barkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai
informasl publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Didasari hal tersebut, kebebasan informasl diharapkan menjadi salah
satu semangal demokralisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung
jawab secara bersamaan. Keterbukaan informasi, di satu sisi harus mendorong
akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain,
kebebasan Informasi juga sekaligus dapatl membantu membaerikan pilihan langkah
yang |elas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.
Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu Indikator dalam
mewujudkan iala kelola pemernntahan yang baik (good govemance) yang yang

transparan dan akuntabel.

Perubahan positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia
sejak bergulimya reformasl pada Mei 1988, yang berimplikasi pada lwmbuhnya
keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia. Reformasi telah
membuka era kebebaszan politk serla awal dan barkembangnya demokrasi di
indonesia. Artinya negara ini sangal menjunjung tnggi demokrasi bahkan
dijadikan sebuah jargon dalam kehidupan yang nyata. Semakin barkembangnya
kesadaran masyarakal, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dan demokrasi
semu menjad| demokrasi yang hakiki balk secara prosedural maupun subslansial,

KPU sebagal lembaga penyelenggara pemilu merupakan perwujudan nilai
demokras| yang dibentuk berdasarkan undang-undang, menguasai banyak data
hasil pamilu dan pamilihan yang dibutuhkan oleh banyak pihak. Manyadari hal itu,
sajak tahun 2014 KPLU Rl telah membeantuk PPID dan membearikan arahan kepada
KPU Provinsi untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik.




Selain iw dalam membangun dan meangembangkan pengelolaan PPID di
lingkungan KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota mengacu pada LU No 14
tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta Paraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nemor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsl, dan Komisl Pemilihan Umum Kab/kota.

Saal ini bentuk layanan informasi di KPU dalam semua tingkatan sudah
mangalami kemajuan dan manyesuakan dengan parkembangan teknologi melalul
pelayanan secara anline dengan e-ppid. KPL RI telah mengintegrasikan e-ppid
KPU provinsifkabupaten/kota dan e-ppid KPU RI dalam satu laman website e-ppid
yang dapal diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Artinya tanpa
harus dalang ke kantor KPU, masyarakat sudah bisa mendapatkan infromasi
sacara online melalui website yang sudah disediakan.

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik di KPU
Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya meningkatkan layanan
informasi publik kepada masyarakat. Dalam meningkatkan layanan ini KPU
berusaha unluk selalu berandasan pada aturan yang ada, supaya
mempunyal kekuatan hukum yang mengikat pada pelaksanaannya. Adapun
aturan yang menjadl landasan pada pelaksanaan layanan informasi public di
KPLU Provinal Sumalera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
Pubilik;

2. Undang-Undang Momor T Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupatenkota;

4, Paraturan Komisi Pamilihan Umum MNomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum MNomeor 22 Tahun




2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dam Komisi
Femilihan Umum Kabupaten'kota;

5. Peraturan Komisl Pemilihan Umum MNomor 22 Tahun 2023 lentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dam Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten/kola;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 12 Taehun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisis Pemilihan Umum Momor B
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisl Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsl, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi. dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komis|
Pemilinan Umum Provinsi, dan Sekretarial Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum MNomor 1037 Tahun 2024 tentang
Pengorganisasi Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

9. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Provinsi Sumatera Baral Nomor 14
Tahun 2025 fentang Strukiur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasl di Lingkungan Komisi Pemiiihan Umum Provinsi Sumatsra
Barat;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 19
Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publlk Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Baral Tahun 2025;

Alur Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan layanan informasi publik, KPU Provinsi
Sumatera Barat memlliki alur layanan Iinformasi yang melibatkan seperti
gambar 1.1 dibawah ini. Hal ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumalera Baral Nomor 14 Tahun 2025 tenlang Struktur




Pejabat Pengelola Informasl dan Dokumentasi di Lingkungan KFPL Provinsi
Sumatera Barat. Alur ini berlaku hingga ada keputusan perubahan terbani
dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Gambar 1.1 Alur Layanan Informasi Publik
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Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu asas keterbukaan informasi publik adalah setiap informasi
publik bersifat ferbuka dan dapal diakses oleh satiap pengguna informasi
publik serta bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat
diproses saliap pemohon informas| publik dengan cepat dan tepal wakiu,
blaya ringan dan cara sederhana. Mamun dalam prosesnya ada informasi
publik yang belum dapat diakses secara babas oleh masyarakat alau yang
dinamakan dengan informasi yang dikecualikan. Infromasi yang dikecualikan
ini bersifat rahasia sasual dengan Undang-undang, Kepatutan, dan




Kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuansi yang
timbul apabila suatu informal diberikan kepada masyarakat. Adapun infomasi
yang dikecualikan yang dimaksud adalah:

1. Keputusan Komisi Pamilihan Umum Republik Indonesia Momor 1380
Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan
Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pamilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretarat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota;

2 Keputusan Komisi Pamilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351
Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubamur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikola yang Dikecualikan Komisl Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretanat Komisi Pemilihan Umum
Kabupatenwota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
J35/HK.03.1-KptO6/KPUNI2020 tentang Penetapan Informasi Daftar
Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemuktahiran Data dan
Penyususunan Dafiar Pemilih Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Sebagal Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Limum;,

Daftar iInformasi Publik

Sebagai pedoman dalam mengajukan permohonan permintaan
informasi oleh pemohon, KPU Provinsl Sumatera Barat melakukan
pembaharuan terhadap informasi publik yang dibutuhkan olsh masyarakat
yang lermuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumaters
Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi
Pamilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Informasi inl tarkait
dengan tahapan pemilu dan pemilihan maupun rutin yang dilakukan pada
lingkungan sekretarat KPU Sumatera Barat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Publik, KPU Provingi Sumatera Barat membagi Daftar




Informasi Publik menjadi 4 klasifikasi, yaknl informasi yang wajib dan
diumumkan sesecara berkala, informasi yang wajib dan diumumkan secara
serta merta, informasi yang wajib tersedia seliap saat dan informasi yang
dikecualikan. Adapun Daftar Inventaris Publik KPL Provinsi Sumater Barat
dapat dilihat pada table dibawah ini:
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Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Secara bertahap KPU Provinsi
pembenahan dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pangelolaan dan Petayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat, berikut adalah Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Peiayanan Informasi Publik yang dibagi

menjadi beberapa kategori.

1. S0P Pengelolaan Permohonan Informasi

Standar

Pemilihnan Umum Provinsi

Operasional  Prosadur

Sumatera Barat

(SOP) Sekretaris HKomisi
Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025

tentang Pengelolagn Permohonan Informasi,
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2. S0P Pendokumentasian Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretarls Komisi
Pamilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2025
tantang Pendokumentasian Informasi Publik,
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3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan
Standar Opaerasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2025 fentang
Pandokumantasian Informasi Publik Yang Dikecualikan,
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SOP Pengumuman Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisl Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Baral Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Pengumuman Informasi Publik.
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5. S0P Maklumatl Pelayanan Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pamilihan
Umum Provinsi Sumatera Baral Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
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6. S0P Penyusunan Daftar Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretarls Komlsl Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat Momor 27 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Daftar Informas! Publik.

e W s Tioka Ty Nk e ITEEY
WERAT [T ST
(R L [Ty | o el Bl
BT A [ b LT BT [T ICD L]
iisrman tomsn |
L1 v




N g g I Laparmn (e dan Aoy AT
| Y ' Frissars T RAHL
1] LA
IPEARA | TRl FETUGME WYREAT | WaxTW | OuteuT | HT——
| Treo lurll =L |
W e 1 | 1 I Hem | Ve
Frirrrem (== 1)
¥ i = ..i.-.‘=;..‘ —— ' ' el L H
£ A S
ABRATS e b e OO | Thes | DD | Pephussgns
1 TR L
e

Rl =
E-l--m—n-l-.-l-'h-- |

L !ﬂ'ﬁ-"ﬂ‘—.‘“ ST T ﬁ— I ' e —
| i il PG Earn e FIET
[ ‘e  u—
] — 1 auny] Bajien

= | | N | =
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7. S0P Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat Momor 28 Tahun 2025 tentang
Pengajuan Pengujlan Konsekuensi Informasi Publik.
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8. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
Standar Operasional Prosadur (S0OP) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat Momor 30 Tahun 2025 tentang

Pengelolaan Keberatan Atas Informasl.
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9. S0P Penanganan Sengketa Informasi Publik

Standar Operasional Prosadur (SOP) Sekretaris Komisl Pamilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat Momor 31 Tahun 2025 tentang

Pananganan Sangkela Informasi Publik,
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Gambar 1.11 S0P Penanganan Seaghata Informas’ Pubii

F. Anggaran Layanan Informasi Publik
Untuk tahun 2025 anggaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
penguatan Pengelolan PPID dibebankan pada anggaran DIPA Komisi
Pemilinan Umum Provinsl Sumatera Baral sebasar Rp. 21.009.000. Dengan
kode akun LF 521211 kegiatan Sosialisai Pendidikan Pemilih Operasional
PPID. Dukungan anggaran ini barada pada Bagian Partisipasi Masyarakat
dan SDM yang diturunkan pada Subbagian Partisipasi Masyarakat.

Tabel 1.1 Anggaran Layanan Informasi Publik

| LF 521211 Soslaksasi Pendldikan Pemilih Operasional PPID | Rp 21,089,000
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BAE Il
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A, Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Pada Tahun 2074 KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah salu
provingi piol project pelaksana undang-undang keterbukaan informasi
publik di lingkungan panyalanggara pemilu dan menjadi pesarta bimbak
pertama yang dilakukan oleh KPU Rl. Berbekal aturan yang ada dan mater
pelatihan yang diberikan tersebut KPU Provinsi Sumatera Baral berusaha
membeanahl diri dengan mempersiapkan kebutuhan sarana sera SDM
pengelola informasi. Karana PPID sudah menjadi bagian tugas pokok dari
sebuah lembaga, maka penyiapan perangkal-perangkat penting berupa
keputusan tentang strukiur pengelola PPID dan SOP menjadi prioritas kerja
lembaga.

Secara bertahap KPU Provinsi Sumalera Barat melakukan
pembenahan dengan menyediakan ruangan khusus PPID dengan
baberapa instrument pokok, menetapkan struktur PFID dan membuat
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisl Pemilihan Umum Provinsl Sumatera Barat
Kemudian, dilanjutkan dengan pengesahan Surat Keputusan Komisi
Pemilinan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPLU
Provinsl Sumatera Barat.

Dalam upaya memacu kualitas pelayanan lembaga publik, Komiai
informasi Sumatera barat setiap tahun melakukan pemeringkatan
pelayanan badan publik deangan membarikan kuisioner dan kunjungan
langsung (visitasi) dan KPU Provinsi Sumatera Baratl termasuk dalam
kategor lembaga vertikal yang menjadi nominator dalam penilaian, Setiap
tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2024 KPLU Provinsi Sumatera
Barat selalu mendapal penghargaan dar Komisi Informasl Sumatera Baral,
adapun rinciannya sebagai berikut;

20



a. Peringkat 1 (safu) Kategori Instansi vertikal pada penghargaan
anugerah Keterbukaan Informas| Publik Tahun 20186,

b. Masuk dalam 10 (Sepuluh) Besar Kategor Instansi vertikal pada
penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017

c. Nominasi menuju Informatif pada penghargaan anugerah
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019,

d. Mominasi Cukup Informatif pada penghargaan anugerah
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

e, Masuk dalam 5 (ima) Besar Katagor Instansi vertikal pada
panghargaan anugarah Keterbukaan Informasl Publik Tahun 2021

f. Predikat Informatif pada penghargaan anugerah Katerbukaan
Informasi Publik Tahun 2025.

F o oHamis PFeamiliinal
e aa _ iS4 e
GJ Prov asi Ssumater:

Fambar 2, T Anugerah Keferbuioman informas Pubifi

B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
Sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Ayat (1) huruf b Peraturan
Komisi Pemillhan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengeiolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemillhan Umum provinsl, dan Komisl Pemilthan Umum
Kabupaten®ota wajib menyediakan samana dan prasarana lavanan

informasi  publik yang dimiliki besara kondisinga. Dalam rangka
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menfalankan peraturan tersebul, KPU Provinsi Sumatera Baral memiliki
sarana dan prasarana pelayanan informas| publik baik secara offfing
{luring) maupun online (daring).
1. Offfing {luring)
Dalam hal layanan publik, KPU Provinsi Sumatera Barat
mamillki PPID yang bertempat di ruang kerja lantai 1 (Gedung Utama)
di Jin. Pramuka No. 9 Lolong Belanti Padang Utara Kota Padang. Lebih
khususnya untuk pelaksana PPID barada di ruangan Bagian Partigipasi
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sumatera Barat. Saat ini
ruang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan
meja (desk) layanan informasl, Kursi Pelugas, banner maklumat

palayanan informasi, dan formulir pelayanan permohonan informast,

Gampar 2 2 Dask Petayansn dan Rusigan PRID

Untuk meningkatkan pelayanan, KPU Provinsi Sumatera Barat
juga menyediakan layar elektronik yang terhubung dengan intemet.
Layar elektronik ini ada dua, perfama difasilitasi untuk pengisian buku
tamu bagi masyarakal yang ingin meminta infermasi ke KPU sekaligus
layar pencaran jika ada yang ingin dicari. Kedua digunakan untuk
informasi  layar pemberitahuan kegiatan podcast KPU  Provinsi
Sumalera Baral serta layanan informasi yang bersifal video digital
lairnnya.

F#)



Gambar 2.3 Sarana Eiskfromt PPID

Berikutnya, dalam memudahkan penyandang disabilitas untuk
meancar informasi publik ke KPU Provinsi Sumatera Baral, kami juga
menyediakan fasiitas yang ramah disabilitas. Adapun bentuk sarana
dan prasaran yang ramah disabilitas yang dimaksud adalah kursi roda
dan parkir khusus disabilitas. Tujuannya agar KPU Provinsi Sumatera
Barat menjadi lembaga yang peduli terhadap kelompok rentan
terutama adalah kelompok panyandang disabllitas.

tfambar 2 4 Sorana Ramah Dissbiddas

Selain it dalam menunjang penyampaian Informasl di platform
meadia sosial lwrutama youtube, KPLU Provins! Sumatera Barat memiliki
studio podeast tersandin. DI studio ini  terdapal peralatan podcast

separti kamera, pencahayaan, microfon, meja dan samna panunjang

lamnnysa,

23



Gambar 2.5 Stwio Podcast

2. Oniline {Danng)

KPU Provinsi Sumatera Baral dalam hal panyampaian informasi
publik melalui daring memiliki beberapa layanan yang dapat diakses
oleh masyarakal. Layanan ini memiliki informasi yang dibutubkan baik
secara data maupun visual dengan beberapa memanfaatkan babarapa
media daring yang tersedia, yvakni
a. Website

Dalam memenuhli hak masyarakat dalam mendapatkan
layanan informasi, KPU Provingi Sumatera Barat mempunyai
website tersendin, dengan alamat urll AHpssumbarkpy go.iay,
Website Inl mencakup hampir seluruh informasi kelembagaan dan
data kepemiluan. Serta terintegrasi ke websifte KPU Republik
Indonesia dan Kabupaten/Kota di Sumatera Baral.

WEST R

Gambar 2.6 Wabsite KPL Provns! Sumarera Sarad

-
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b. e-PPID
e-FPHEID KPU Provinsi Sumatera Baratl adalah website yang
pansi tentang kelembagaan FPID. Weabsite inl pun juga memusat
formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, cek
slatus permohonan dan keberalan informas! serta daftar informasi
publik onfine. FPemohon dapat lansung melakukan permintaan

infromasi pada laman Inl, sebab dia langaung terintegrasi ke admin
PPID KPU Provinsl Sumatera Baral. Adapun alamat url adalah
hitps./sumbarppid.kpu.go.id/,

PRI
lamat Datang di
PPID KPU

armdaar 2 T Wabsile p-PED KPU Provins! Swumaiors Baral

c. Whatsapp

Untuk sarana melslui whatsapp, itu lansung terkoneksi
sacara integrasi di laman utama e-PPID KPU Sumatera Barat.
Pemohon finggal kik icon whatsapp yang ada di pojok kanan bawah
laman e-PPID, maka akan diarahkan lansung menuju pesan whatsapp
admin PPID. Atau bisa lansung juga menghubungi lansung nomor:
0823-8762-4323 yang dipegang oleh admin PPID. Sarana dianggap
cukup efeklif karena bisa lansung berinteraksi dengan admin PPID
tarhadap data vang akan diminta

d. Media Sosial
Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi
penggunannya untuk saling berinteraksl datam berupa tulisan, folo dan
video. Di era infromasl berada dalam genggaman tangan ini, maidia

sosial merupakan peltform yang efektil dan efisien dalam




menyampalkan informasi ke masyarakal. Dalam perjalananya media
sosial memiliki beberapa palform dengan peminat yang konsistan
sepertl Facebook, instagram, dlil. Untuk itu KPU Provinsi Sumatara
Barat dalam penyampalan informasl menjadian platform media sosial
sebagai media penyvampaian informasl berkelanjutan setiap saat
Terulama pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 dan
Pilkada Sarentak 2024 kemarin. Hampir seluruh informasl yang
diperuntukan untuk masyarakat akan selalu disampaikan pada meadia
sosial KPU Provinsi Sumatera Baral Adapun platform media sosial
yang saat ini digunakan dalam penyampaian media informasi publik
adalah sebagai berikut :

1. Facebook

KPU Provinsi Sumatera Barat
memiliki akun facebook dengan nama
akun KPU Prov Sumbar. Akun ini satiap
hari menyampaikan informasi
kepemiluan dan kelembagaan yang ada
KPU Provinsi Sumatera Barat, informasi

manyangkul kelambagaan sepearti

kegiatan rapal, monitoring, upacara han
besar sera flayer ucapan selamat. Untuk tahapan kepemiluan
infformasi  yang disampaikan seperti rakapitulasi  pemilih
barkelanjulan, rekapitulasl perubahan kepengurusan parai politik
dan pangganti antarwakiu Anggota DPRD Provinsi serta tahapan
kepemiluan |ika KPLU sedang berada pada masa tahapan. Dengan
adanya aluran kelerbukaan Infromasi publik saal ni, facebook
merupakan media yang paling aktif untuk KPU Provinsi Sumatera
Barat delam menyampaian informasi kepada masyarakat. Jumlah
pangikut pada media inl sebanyak 7.7 ribu pengikul aktif dengan

basis target manyantuh seluruh elemen masyarakat.
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2. Instagram

KPU Provinsi Sumatera Barat
juga memiliki akun instagram dengan
nama akun @KPU_ Sumbar. Akun ini
juga merupakan media penyampaian

kegialan kepemiluan dan kelembagaan

halnya dengan facebook, instagram

Gambar 2 § Inslagram - merupakan media paling aktif juga dalam
penyampalan informasl. Tujuannya sama dengan platform facebook
vakni menyampakan nformasi kepada masyarskal. Hanya sajs
lergantung masyarakat Sumalera Baral saat Ini, apakah
manggunakan facebook atau insfagram uniuk mengaksas informasi
KPU tarsebut. Jumiah pengikut pada media ini sebanyak 23.8 Ribu
follower dan 4 438 postingan.

3. Twitter (X}

Barikutnya KPU Provinsi
Sumatera Barat juga memiliki akun “X°
dengan nama akun @KPUSumbar,
Akun X ini juga merupakan media
penyampaian kegiatan kepemiluan dan
kelembagaan KPU Provinsi Sumatera
Baral. tidak jauh berbeda dengan fungsi

Gambar.2 10 Twitter [X) platform lainnya saperti akun facebook
dan instagram, akun “X" juga menampilkan postingan yang hampir
sama dengan dua akun di atas. Namun karena paltform ini tidak
sapepuler piatform sebelumnya yaknl facebook dan instgram, maka
yang membaca dan menyukai tidak terdalu banyak. Adapun jumiah
penglkul di platform ini sebanyak yaknl 1.729 pengikut.
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4. Youtube

Selain  ilu KPU  Provinsi
Sumatera Barat juga memiliki akun
youtube dengan nama akun
@kpuprovsumbar!. Akun youlube ni
juga marupakan media penyampalan
keglatan kepemiluan dan kelembagaan

KFU Provinsi Sumalera Baral dengan

Gamber 211 Youlube menampilkan konten wvideo, Konten
video yang menjadi andalan kami saal ini adalah Podcast. Dengan
menghadirkan beberapa narasumber baik nasional maupun lokal.
Selanjutnya youtube Inl juga bisa menjadi media lfve sfreaming
keglatan penting seperti Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu
dan pelantikan SAKA Yogaswara KPU provingl Sumatera Baratl
yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Selain itu video
pendidikan pamilih menjadi hal yang penting dalam media Ini
mengingat pengguna akiif youtube sangat banyak tertutama pamilih
pamula. Adapun pengikut pada meadia inl adalah 7.13 K Subscriber
dan 469 Video unggahan baik itu podcast, konten pandidikan

pemilih dan fve streaming.

5. Tikfok

Dan terakhir KPU Provinsi
Sumatera Baral juga meamiliki akun
tiktok dangan nama akun
kpu_prov_sumbar. Akun fikiok inl juga
merupakan madia panyampaian
kegiatan kepemiluan dan kelembagaan
KPU Provinsi Sumatera Barat dengan
Gambar 2 12 Tikfak video singkal {real), Penguna tiklok bisa

dikatakan sangsl masif saat ini. Namun KPU Provinsi Sumalera
Barat belum menemukan formula yang cocok bagi pengguna aktif

tersabut. Dampaknya pengikut akun tiktok ini masih jauh dan

28



harapan dengan pengikut sebanyak 3125 follower. Mungkin lahun
2026 diharapkan adanya perubahan cara penyampaian media agar
tiktok bisa manjadi media penyampaian informasi yang disukai olah
masyarakal,

C. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakal atas informasi
publik yang ada di KPU Provinsi Sumatara Barat, maka kaml menatapkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas| di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsl Sumalera Beral. Keputusan
tersebut memuat strukiur PPID mulal dard Pembina PPID, Tim
Pertimbangan layanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung
dan Desk layanan Informasi dan Dokumentasi. Adapun nama-nama yang
mengisi struktur PPID di KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai

benkut;
Tabel 2.1 Mama SOM ol Strukiur PPID
[ 1. | Surya EMtriman Kaetua KPU Prowinsi __| Pambina PPID =
L2 Hamdan M‘ﬂpﬂm I'FIJ Pm'-ﬂnui Pqn'hm FF'HJ
3 | Jons Maned Anpggaota KPL Provins Pambina PPIDY
| Tim m
| i Medao Patria Anggota KPLU Provinsi Pambina PPID
b | Ony Sativa Angpola KPU Provinsi Peambina PPID
6. | Irzal Zamzamé Sekretaris KPLU Provinsi | Tim Perfimbangan/
Pit. Kepala Baglan | Atasan PPID
| Perencanaan, Data dan
- ; Informasi S
7. | Jumiadi Kepala Bagian Parmas Tim Pertimbangan/
dan SDM Pejsbat PPID
B. | Subrisno Kepala Baglan Teknis dan | Tim Pertimbangan
Hikiem .l
8. | Aan Wurytno Kepala Bagian Tim Pnhtbmum
Keuangan, Umum dan
18, | Dommi Alen Kesubbag Umum dan Tim Panghibing |
S S T |
11. | Fairuz Hayaius Kasubbag Perencanasn | Tim Panghubung !
12. | Matisa Mivadillla Kasubbag Sumber Daya | Tim Penghubung
hlaniusia
13, | Yusrival Yakub Kasubbag Partisipasi Tim Panghubuing
hasyarakal |




14 | Rika Yulianti Kasubbag Data dan Tirm Panghubung
informasi e

15. | Matring Tosika Kasubbag Hukum Tim Penghubkng

16. | Rahman Al Amin Kasubbag Teknis Tim Penghubung .
17. | Efrl Nofrita Kasubbag Keuangan Tim Penghubung =~ |
18, | Zulmaid Pelaksana | Desk Pefayanan

18. | Febrina Maulydia Pelakzana Desk Palayanan

20, | Rici Chandra Palaksana Dask Palayanarn

_21. | Kin Azura Palaksana Dask Palayanan

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,

strukiur pengelola dan pelayanan informasi publik memiliki tugas dan
wewenang sebagai berkut :
1. Atasan Pejabat Pengsalola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:

Menunjuk PPID;

b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU, KPLU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/ota;
Menyelesalkan Kaberatan atas Parmintaan Informasi Publik

. Mewakill KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

dalam hal lerfjadi proses penyelesaian sengkela lerkait informasi
publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi
Informasi atau Pengadilan

Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi
atas pelaksanaan kebijakan [ayanan informasi publik yang
dilakukan oleh PPID.

2. Tim Pertimbangan mempunyal wewenang:
a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi  dan

dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di KPLU,
KPU Provinsi. dan KPU Kabupaten/kota;

Memberikan  perimbangan mengenali pelaksanaan )i
konsakuensi;

Memberikan pertimbangan mengenal pemberian tanggapan atas
kebaratan Pemohon Informasi Pubiik;

. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa

Informasi Publik;

30



3. Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumantasi mempunyal lugas:

a.
b.

Melaksnakan kebiakan layanan informasi publik;
Mangkoordinasikan dan mengkonsolidasikan Proses
penyimpanan, pendokumeantasian, penyediaan, dan pelayanan
informasi publik;

Menghimpun Informasl publik darl seluruh unit kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan Kerja masing-
masing;

d. Menyusun dan memutakhiran Daftar Informasi Publik:

. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina

PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam
rapat pleno;

Menatapkan hasll Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh
parsaetujuan dalam repat pleno,

g. Menyediakan Informasi Publik;

I
J.

. Melakukan pengawasan, moniloring, dan evaluasi atas

pelaksanaan kebijkan teknis pelayanan informasi publiki;
Menyusun laporan layanan informasi publik;
Meanyusun program dan pelayanan informasi publik;

Tim Penghubung meampunyai tugas:

a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing

biro/pusatiinspekioratbagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota;

. Menyampaikan dala sabagaimana dimaksud pada huruf & kepada

FPID KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

. Mendukung pangumpulan data penyelesalan sengkela Informasi

Publik pada masing-masing tingkatan kepada;

1) Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian
sengketa pada Sekratariat Jendral KPU,

2) Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU
Pravinsi;

3) Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU
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Kabupaten/Kota;

Gambar 2,13 Struliur PPID
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D. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
di lingkungan KFU Provinsi Sumatera Barat, atasan PPID telah melakukan
dan mengikuti kegiatan selama tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan baik
secara kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi dengan KPL
Kabupaten/®ola maupun antara KPU Provinsi Sumatera Baral dengan
Komiai Informasi Sumatera Baral. Adapun kegiatan yang telah
dilaksanakan dimaksud sabagal berikut:

Tabel 2.2 Kegiatan ¥ang Dilaksanakan

No Kegiatan Tanggal
1. | Sosalisasi Pengedolaan dan Pelayanan Informasi yang | 25 Juni 2025
ditsksanakan aleh KFL RI

2. | Focus Grup Discusen (FGD) Keterbukasn Informasi | 20 Septambar 2025

Publik di lingkungan KPU yang dilaksanakan olsh KPU

R

3, | Rapat Koordinasi Sosdalizasl, Pendidkan Pemilih dan | 9 Oklober 2025

Partisipasi Masyarakal bessama Seluruh  KPU

Kabupaten/Kota

4. | Rapat Koordinasi Pejabal Pengelala informas Dlumhl 20-2? Desamber 2025
KPU Tahun 2025




E. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik
Reallsas| anggaran pelayanan publik sepanuhnya digunakan
unluk peningkatan kapasilas pengelolaan pada satuan kerja lingkungan
KPU Provinsi Sumatera Baral dan KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Dalam prakieknya anggaran yang terserap hanya 84,60% dari anggaran
yang lersedia di DIPA KPU Provinsi Sumatera Baral. Untuk lebih jelas
penggunaan anggaran dapat dilinat pada tabel dibwah Ini.

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran layanan Informasi Pubilik

LF Sogialisnsi Pendidikan Pemilih
521211 | Operasional PPID

Rp. 21.0899.000 | Rp. 17.850.980 B4 B0

Anggaran diatas diperuntukan unluk kegiatan-kegiatan vang
dilaksanakan selama tahun 2025 seperti yang terera dalam tabel 2.2,
Kebutuhan yang utama itu keglatan Rakor PPID pada bulan desember tahun
2025, Adapun slsa anggaran pelaksanaan pelayanan publik, direvisi untuk
kebutuhan lainnya.
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BAB Il
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumliah Permintaan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publk PPID KPU Provinsi
Sumatera Baral dilakukan pada har kerja yaitu dar har senin sampai
dangan jumat. Waktu pelaksanaan |jam layanan dimulal dar pukul 08.00
WIB hingga Pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis dan pukul
08.00 WIB hingga Pukul 18.30 Wib pada har Jumat. Untuk tamu yang
meminta data ke PPID KPL Provinsi Sumatara Barat, kam| memiliki buku
registrasi secara online. Tujuannya, untuk memudahkan pelaksana PPID
dalam merekap jumlah kehadiran tamu yang meminta data ke layanan
informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun registrasi online
yang dimsksud dapat diiihat pada bitly berkut ini  yaitu,
https:/biLIyBuUk lerPe

Eambsr 3. Buky Magisiraal Parminiaan forrasl

Dan buku repistrasi lersebut, maka pelaksana PPID melakukan
perekapan permintaan informasi publik sepanjang ahun 2025. Paerekapan
inl dilakukan untuk mendapatkan jumlah kunjungan dalam satu tahun. Ini
dilakukan sabagai bentuk pelaporan kita ke Komisi Informasi bahwa PPID
kita berjalan dengan maksimal sesual aturan yang beraku. Adapun jumlah
rekap parmintaan data di KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025
dapal dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini;
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Tabel 3.1 Jumlah Permintaan informasi Publik
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Grafik 3.1 Jumiah Permintaan Informasi Tahun 2025
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Darl data rekap selama lahun 2025 maka dapat ditarik kesimpulan
yakni selama bulan januar sampai desember 2025, PPID KPU Provinsi
Sumatera Baral telah menerima permintaan informasi publik sebanyak 30
(tiga puluh) permintaan. Permintaan informasi terbanyak lerdapatl pads
bulan Juni dengan total permintaan sebanyak 11 (Sebelas) kali. Untuk 4
bulan awal tahun 2025, parmintaan data di KPU Provinsi Sumatera Barat
tidak ada sama sekall atau Nihi. Penyebabnya dikarenakan KPU Sumatars
Barat masih dalam tahapan sengketa pilkada 2025. Akibatnya, tidak
terfaksananya administrasi permintaan dengan mekanisme PPID dengan
maksimal.




B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
Selama Inl permintaan data yang masuk ke KPU Provinsi
Sumatera Barat diterima dengan baik oleh pelaksana PPID. Dalam
memeanuhi wakiu permintaan data terserbut, Pelaksana PPID berusaha
untuk secepal mungkin memberkan informasl yang dibutuhkan oleh
masyarakal. Adapun rakap waktu pemenuhan permintaan informasi publik
selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabal 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

1. Jamuari

Z Fabiuari

3 Mared .

-7} LECT] 2 1 Rl
8 | L] 1 hari
5 =¥ i Juii 2 1 hari

1 Agastus N 1 hat

8. P —— ) 1 hast

LI Cilober 3 1 hia

11 Merdern bt i 1 B

12 Degsm bar 2 1 hael

C. Jumilah informasi Publik Yang Dikabulkan
Untuk wakiu penyelasaian permintaan dala ke KPU Provinsi
Sumatera Baral, PPID dapat menyslesaikan permintaan data kurang darl 10
hari kera. Artinya tidak ada permohonan yang mengalami kendala atau
sengketa selama proses pemintaan data, Seluruh pemintaan data
dikabulkan untuk diberikan kepada pemohon. Serta hampir seluruh
parmintaan data diambil langsung oleh yang bersangkutan,




Tabel 3.3 Jumilah Informasd Publik Yang Dikabulksn
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D. Rekap Data Yang Sering Diminta

Permohonan yang masuk ke PPID rata-rata adalah permintaan
data kelembagsan dan kepemiluan. Tujuan data inl kebanyakan untuk
tugas kuliah pada mahasiswa tingkat sarjana dan tingkat lanjutan serta
permintaan data untuk pensliian pada lembaga dan juga instans|
pemerintahan terkait. Lembaga atau instans| pemerintah inl ada yang
berada di dalam Provinsi Sumatera Baral maupun diluar Provinsi Sumtera
Baral.

Berdasarkan permohonan yang masuk di Pelayanan informasi di
KPU Provinsi Sumatera Baral, ada beberapa Subbagian yang menjadi
leading seclfor parmohonan data, Pada Subbagian Parisipasi Masyarakat
permohonan yang sering diminta adalah tingkat partisipasi pemilih pada
pemilu tahun 2024 di provinsi Sumatatera Barat. Selain tingkat partisipasi,
parmohonan proses sosialisasi, kampanye dan program-program
kehumasan adalah bagian yang sering menjadi tujuan permohonan data
dari pamohon masyarakat Provinsi Sumatera Baral

Selanjutnya pada Subbagian Data dan informasi permohonan
yvang sering diminta adalah jumiah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun
2024 atay pemiu sebelumnya, seriz rekapibulasi Pemutakhiran Data
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Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam satu semester pada tahun 2024. Pada
subbagian Teknis, parmohonan data yang menjadi konsen peamohon
adalah rekap jumlah partai yang ikut berkompetisi beseria kepengurusan
dalam partai tersebul, Data hasll Pemilu dan Pilkada seperti jumlah suara
tiap TPS atau Rekap Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten hingga
Provinsi. Sera permohonan data bagaimnana perjalanan panggunaan
aplikasi pada pelaksanaan pencoblosan di harl pamungutan suara di TPS.

Berkutnya pada Subbagian Sumber Daya Manusia, Permohonan
yang masuk menyangkut informasi kelambagaan KPL seperti biografi dan
kepegawalan. Sebenamya data ini bisa diambil pada website KPU Provinsi
Sumatara Baral, karena di website KPU secara keseluruhan sudah
menyediakan data kelembagaan secara keseluruhan pada websife
tersebul. Dan terakhir pada subbagian umum pemohoan informasi yang
diminta adalah terkait anggaran pada KPU Provinsi Sumatera Barat, separi
jumlah pembiayaan pemiu di Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekap
jumlah data yang diminta secara keselurvhan adalah sebagai berikul:

Tabel 3.4 Jumlah Data Yang Sering Diminta
Partigipasi Masyarakat 18
Sumbser Daya alam - |
Tehnis

Famncansan
| Data Irnformesd
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Grafik 3.2 Rekap Data Yang Diminta Per-Subbagian
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E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID KPU Provinsi Sumatera Barat membarikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memproleh informasi publik. Kemudahan yang dimaksud
adalah adanya beberapa plilhan sarana uniuk melakukan permchonan
informasi publik. Sarana yang dimaksud berupa whatsapp, Permohonan
online melalui e-PPID, e-mail, surat dan bisa datang langsung ke KPLU
Provinsl Sumatera Barat Darl banyak pillhan tersebut, pemohon bisa
memilih salah satu sarana permintaan informasi, sesuai kemudahan yang
didapatkan.

Berdasarkan data yang ada, sarana permohonan informasi yang
paling sering digunakan cleh pemohon adalah dengan datang langsung ke
Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (offine) dengan tingkat kedatangan
mencapai 90%. Sadangkan untuk menggunakan layanan onfine yaitu e-
PPID hanya 3%. Hal ini dikarenakan keinginan oleh pemohon untuk
mendapatkan langsung data yang diinginkan. Faktor pendukung lain adalah
letak KPLU Provinsi Sumatera Baral yang strategis yakni berada pada
jantung Kota Padang.
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Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik
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Grafik 3.1 Rekap Sarana Permashonan informasi Dalam Perseniases (%)

s Digtang Lengsung = &-FPIO0

. Kunjungan e-PPID Selama Tahun 2025

Di era digital ini, seluruh informasi berada dalam teknologi
informasi yang bermama wabsite, Untuk menempatkan informasi ini, KPU
Provinsi Sumatera Barat memiliki wabsite informasi yang bermama e-PPID.
DI dalam website inl bersi tentang informasi yang dibutubkan oleh
masyarakal sepertl, informasi barkala, berkala tahapan dan sedia setiap
saat. Qleh karena itu sebenamya masyarakat tidak harus datang ke kantor




untuk meminta data, namun bisa mengaksas e-PPID ini untuk meanemukan
informasi yang dibutuhkan. Jika memang informasi ini tidak tersedia maka
masyarakal dapal langsung ke kantor KPU terdekat untuk dapat meminta
data yang dibutuhkan. Adapun rekap kunjungan website e-PPID KPU
Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

Tabel 3.6 Kunjungan &-PPID KPU Sumatera Barat
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Fatruamn | 1650 Pengunjung

-

Moral | 1,008 . Pengunjung
Apeil | 1.406 Pangunjung
= 1817 Pengajuy
il I~ 6087 Pl
i I 5155 Pangunjung
Agusis
Saptam

2118 Pengurjung
b 1.002  Pengunjung
Oldcbar [ LI
Newember 1438 Pangunjung
Desambar 1,802 Pangunjung
Jumiah | 28361 Fengunjung

o &l N oo e s

-
s

Yk
H.-ri

Grafik 1.4 Rekap Hunjungan o-PPID KPU Provinsi SBumatera Baral
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Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa pengunjung lerbanyak
website 8-FPPID KPU Provinsi Sumatera Barat adalah pada bulan Juni dan
Jull. Hal ini dikarenakan bulan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat baru
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selesal melaksanakan pilkada serentak 2024, Artingas ada peningkatan
pangunjung website untuk mencari data hasi dari pemilihan kepala daerah
di provinsi Sumatera Barat.

Untuk lainnya kunjunganan website di anggap sftagnan, tidak ada
pelonjakan pengunjung seperti 2 (dua) bulan yang tersebut. Arinya
pangunjung ke wabsie hanya uniuk kepariuan data lembaga atau instans
terfentu yang membutuhkan data tersebut. Biasanya adalah mahasiswa
untuk penelitian dan partai politik untuk mencari hasil pemilu.
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BAB IV
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat
sajauh inl sudah dilakukan secara maksimal. Mamun dalam prakteknya ada
kendala-kendala yang membuat tugas layanan informasi di PPID menjadi
lerganggu. Kendala inl bisa datang dar internal maupun dari eksternal
pelaksanaan layanan informasi publik. Jika kendala ini tidak segera di carkan
solusinya, berakibat pada laporan tahunan PPID yang jauh dari kata sempuma
untuk disampaikan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Kendala internal layanan informasi publik adalah kendala yang berasal
dari dalam pelaksanaan kegiaian layanan informasi publik di KPU Provinsi
Sumatera Barat. kendala ini menyebatkan tidak maksimalinya kinerja layanan
informasi publik tahun 2025. Adapun kendala intermal yang dimaksud adalah :

1. Belum adanya pusal dala yang terntegrasi di KPU Provinsl Sumatara
Barat. akibainya data harus diminta ke Subbagian tertentu, sesuai
tujuan permintaan data yang masuk. Artinya pelayanan yang efektif dan
afisian tidak tercipta dalam menarima layanan permintaan data.

2. Sinergitas antara Subbagian perdu ditingkatkan. Hal inl mempunyal
tujuan untuk menciplakan pelayanan yang cepal dan langgap dalam
mananma permintaan data. Jika sinergitas ini tidak tercipta maka akan
ada lempar tanggung jawab dalam pelayanan informasi publik di KPU
Provingi Sumatera Barat,

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Kendala eksternal layanan informasi publik adalah kendala yang
berasal dad luar pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi
Sumatera Barat. Kendala ini susah untuk dideteksi karena tidak bersingungan
lansung dengan lembaga. Akibatnya diresakan adalah kerugian tidak
maksimalnya pelaksanaan layanan informasi, terutama kerja PPID. Adapun
kendala ini adalah:
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1.

Masih adanya masyarakat yang meminta data penting ke KPU Provinsi
Sumatera Barat tanpa melalui mekanisme PPID. Akibatnya masyarakat
yang meminta data ldak leregistrasl di pelayanan PPID KPU Provinsi
Sumatera Barat. dan implikasl lain adalah rekap dala laporan tshunan
PPID jadi tidak maksimal.

Belum maksimalnya komunikasi antara Komisi Informasi Sumatara Barat
dengan KPLU Provinsi Sumatera Baral. Akibatnya KPU Provinsi Sumatara
Barat kurang maksimal juga untuk menyuruh KPU Kabupaten/kota dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Informasi. Karsna
ketidaklahuan poin-poin penting yang harus menjadi evaluasi dalam
pelaksanaan layanan informasi publik.




BAB V
REKOMENDASI| DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2025

Sebagal upays untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan

informasi publik, perlu ada rekomendasi dan tindak lanjut dari KPU Provinsi
Sumatera Barat. adapun rekomendasi dan lindak lanjul tersebul adalah
sabagal berkut:

1.

Paningkatan kapasitas di seluruh KPU kabupaten/kota di Sumatera
Barat. Tujuannya adalah adanya strategi yang efektif dan efisien jika
ada tumpang tindih pekerjaan rutin dengan tahapan pemilu. Sehingga
administrasi di lembaga terarsip secara aman dan rapi di pelaksana
PFID.

Perlu melibatkan seluruh staf subbagian untuk menjadi pelaksana
PPID. Tujuannya terciptanya pelayanan yang cepal dan lepal bagl
pemohon yang meminta data. Disisi lain dengan melibatkan seluruh
staf subbagin maka akan terjadi hamonisasi data dalam satu kantor
KPFU Provinsi Sumatera Barat,

Diharapkan adanya pelaksanaan sosialisasi parmintaan data metalul
mekanisme PPID. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa
perminizan data melalul mekanisme inl tidak sulit. Maka diharapkan
masyarakat yang biasa meminta data tanpa malalui mekanisme PPID
tidak ada lagi untuk kedepannya.

Penambahan regulasi terentu dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik dari Komisi Informasl. Tujuannya agar KPLU bisa
mendapalkan tambahan anggaran dalam memaksimalkan pengefolan
dan pelayanan infromasl publik. Termasuk penambahan sarana dan
prasarana dalam mendukung pelayanan informasi publik ke
masyarakal.

Meningkatkan kerjasama antara lembaga Komisl Informasi Sumaters
Barat dengan Komisl Pemilihan Umum Provinal Sumatera Baratl dalam
kelerbukaan infromasi publik. Kerazama ini blsa berupa adanva
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program penguatan kelembagaan PPID KPU se-Sumatara Barat yang
dibekali oleh Komisi Informasi. Agar dalam monitoring evaluasi tidak
ada lagi kegagapan dalam pengisian kuesioner oleh KPU
Kabupaten/kota se-Sumatera Baral

B. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun
2024,
Rekomendas| dan dan Tindak lanjut dar laporan layanan informasi
tahun 2024 adalah:

1. Buku register permintaan informasl. Buku register ini adalah rekap
master secara online yang lerekap lansung di spreadsheets. Artinya
ada kemudahan dalam melakukan perakapan pelaporan permintaan
data oleh pelaksana PPID.

2. Adanya updale data lerbaru di website KPU Provinsl Sumatera Baral
dan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Baral.

3. Penambahan Sammna Ramah Disabiliias dilingkungan kantor KPU
Frovinsl Sumatera Barat.

4. Penambahan sarana panyampaian informasi yakni Studio Podcast KPU
Provinsi Sumalera Barat.




BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPU Provinsl Sumatera Barat
solama tahun 2025 masih kurang maksimal dalam pengelolannya. Hal ini terlibat
masih banyaknya kendala yang dihadapli selama tahun 2025 MNamun secars
prakteknya, pelayanan informasi publik di PPID KPU Provingi Sumatera Barat
sudah dileksanakan secara maksimal. Inl ledihal dard tidak adanya gugatan dan
sengketa di Komisi Informasi Sumatera Barat. Artinya seluruh permintaan data yang
masuk ke PPID KPU Provinsi Sumalera Baral selama tahun 2025 inl dikabulkan
saluruhnya.

Demikian Laporan Layanan Informasl Publik KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 inl disusun sebagal bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan
dan pelayanan informasi publik, Terima kasih.

Padang, Desember 2025
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